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Mengingat: 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR QLj":XAHUN 2022 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 185 menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah melaksanakan akuntansi pemerintah daerah yang
didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Bagan Akun
Standar untuk daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c dan
huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 100)

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian
transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyajian laporan.
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7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik
spesiflk yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

9. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan
Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dan merupakan rujukan penting bagi penyusunan laporan
keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang
belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

13. Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilaksanakan di
tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit- LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban, dan
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus / defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.



- 5 -

20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

21. Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

22. Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah pengguna
anggaran/pengguna barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

23. Unit kerja pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang
berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD) Kalimantan Selatan.

24. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode rekening
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan
akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku
besar, neraca lajur, neraca saldo, dan laporan keuangan.

25. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa
memperhatikan kas a tau setara kas telah diterima a tau dibayar.

26. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas a tau setara kas diterima atau dibayar.

27. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur yang akan termuat pada laporan keuangan
entitas pelaporan yang bersangkutan.

28. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

29. Pengungkapan adalah penyajian secara lengkap informasi dalam laporan
keuangan untuk kebutuhan pengguna.

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;

b. Kebijakan Akuntansi Akun;

c. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;

d. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi;

e. Kebijakan Akuntansi Interpretasi Laporan Keuangan; dan

f. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Dihentikan.
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(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur
laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
pernyataan SAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

(5) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3 

(1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah;

b. Kebijakan Akuntansi laporan keuangan;

c. Kebijakan Akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan
perubahan saldo anggaran Lebih;

d. Kebijakan Akuntansi neraca;

e. Kebijakan Akuntansi laporan operasional dan laporan perubahan
ekuitas;

f. Kebijakan Akuntansi laporan arus kas;

g. Kebijakan Akuntansi catatan atas laporan keuangan; dan

h. Kebijakan Akuntansi laporan keuangan badan layanan umum daerah.

(2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4 

(1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4)
terdiri dari:

a. akuntansi aset;

b. akuntansi kewajiban;

c. akuntansi ekuitas;

d. akuntansi pendapatan;

e. akuntansi beban dan belanja;

f. akuntansi transfer;

g. akuntansi pembiayaan; dan

h. akuntansi laporan keuangan konsolidasi.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 5 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, yang paling
sedikit memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit kerja pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan
Tahunan, paling sedikit memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Gubernur Nomor 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 29);

b. Peraturan Gubernur Nomor 096 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 96);

c. Peraturan Gubernur Nomor 097 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 096 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis
Akrual (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 97);

d. Peraturan Gubernur Nomor 073 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 097 Tahun 2019 ten tang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 73);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 7 

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Ba_njarbaru 

pada tanggal  29 Desember 2022

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 29 Desember 2022

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2022 NOMOR ., ·-
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48. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan

mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan

penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan

fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti

penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan

pengalihan pendapatan dan beban.

49. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif,

suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan

keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

ffi. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan 

dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal 

penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti 

biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir 

tahun Laporan Keuangan. 

51. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a Penghentian suatu program, kegiatan, proyek,

segmen secara evolusioner / alamiah. Hal ini dapat 

diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang 

dilayani) yang terus merosot, pergantian 

kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi

pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa.

Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke

wilayah lain.

d Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat 

rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi 

tanpa mengganggu operasi tersebut. 
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1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang/ debitor kepada daerah, untuk menolong pihak
berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya
kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak
mampu membayar;

2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,
membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh
dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;

3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih,
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi
pihak tertagih;

4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang,
misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga
dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan
penurunan tarif bunga kredit;

5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain
gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet
dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual,
jaminan dilelang;

6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan
dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum
pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write
off di negara lain; dan

7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan,
kecuali cacat hukum.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir 
yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan 
tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir 
tersebut benar- benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya 
mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari 
dana bergulir diragukan tertagih adalah ekuitas. 
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5.6 Laporan Arus Kas 

5.6.1 Arus Kas dari Operasi 

5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 

5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

Bab VII Penutup 
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KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN 

KONSOLIDASIAN 

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun­
akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan 
dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun­
akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas 
pelaporan konsolidasian. 

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan 
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 
keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas 
tunggal. 

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan.

2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode 
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan 
entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan 
periode sebelumnya.

3. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal 
balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi 
dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Konsolidasi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara 
menggabungkan dan menjumlahkan akun yang 
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas 
pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun 
timbal balik.

5. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
digabungkan pada Pemerintah Daerah yang secara 
organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara 

bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 
Daerah yang secara organisatoris membawahinya.

b. Neraca BLUD digabungkan kepada neraca daerah yang 
secara organisatoris membawahinya.

c. Laporan BLUD yang berdasarkan Standar akuntansi
Keuangan menjadi lampiran.
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